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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan permasalahan 
pada proses perlindungan hak cipta karya fotografi oleh Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini bersifat yuridis empiris. Jenis datanya merupakan data primer dan 
sekunder. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Hasil karya 
fotografi sudah memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan pasal 40 ayat 1 
huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,. Permasalahan 
yang terjadi, sebenarnya peraturan ini sudah cukup baik dan cukup melindungi 
hak para fotografer sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta, tetapi masih 
banyak diantara para fotografer maupun masyarakat belum memahami bahkan 
belum mengetahui bahwa karya foto telah dilindungi. Masih banyaknya 
pelanggaran yang terjadi dalam praktik lapangan para fotografer seperti 
pembajakan, penggandaan dan penggunaan tanpa izin, cukup membuktikan 
bahwa penegakkan dan perlindungan hak cipta masih terhambat. Hambatan ini 
disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran hukum para 
fotografer maupun masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak orang lain, 
hal ini menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum hak cipta. 
 




This study aims to describe the implementation and problems in the process of 
protecting the copyright of photographic works by Law Number 28 of 2014 
concerning Copyright. The approach method used in this research is empirical 
juridical. The types of data are primary and secondary data. The data analysis 
method used in this study is a qualitative method. The results of the study 
concluded that the results of photographic works have obtained copyright 
protection based on article 40 paragraph 1 letter k of Law Number 28 of 2014 
concerning Copyright. The problem that occurs is that this regulation is actually 
quite good and is sufficient to protect the rights of photographers as creators and 
copyright holders, but there are still many photographers and the public who do 
not understand or even know that photo works have been protected. There are still 
many violations that occur in the field practice of photographers such as piracy, 
copying and use without permission, enough to prove that copyright enforcement 
and protection are still hampered. This obstacle is caused by the low legal 
understanding and legal awareness of photographers and the public on the 
importance of respecting the rights of others, this becomes an obstacle in the 
process of enforcing copyright law. 
 





Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari kata Intellectual Property 
Rights. HKI adalah hak yang timbul bagi suatu hasil pemikiran yang 
menghasilkan suatu manfaat atau dapat juga diartikan sebagai hak yang 
didapatkan seseorang karena telah membuat suatu produk yang bermanfaat untuk 
orang lain. Objek yang diatur daam HKI adalah suatu karya cipta yang lahir dari 
kemampuan daya pikir atau intelektual seorang manusia. HKI masuk dalam 
kategori Hak Atas Kekayaan karena pada akhirnya HKI akan menghasilkan karya 
karya intelektual yang dapat berupa seni, pengetahuan, sastra, teknologi, yang 
dimana dalam mewujudkannya memerlukan suatu pengorbanan dalam bentuk 
tenaga, waktu, biaya, dan pikiran (Harjowidigdo, 1997). Hak Cipta terdiri dari hak 
ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk mendapatkan suatu 
manfaat ekonomis atas suatu ciptaan. Sedangkan hak moral adalah suatu hak yang 
melekat pada diri seorang pencipta yang mana tidak dapat dihilangkan atau 
dihapuskan dengan alas an apapun meskipun telah dialihkan hak ciptanya. 
Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap hak cipta hadir pada masa 
pemerintahan Kolonial Belanda setelah diberlakukannya Auteurswet 1912 
(Undang-Undang Hak Cipta 1912). Setelah Merdeka, Indonesia memiliki 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang 
timbul karena kemampuan intelektual manusia (Ahkam, 2005).  
 Menurut Pasal 1 ayat 1 UUHC Hak Cipta diartikan sebagai Hak eksklusif 
pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 
dengan peraturan peundang-undangan. Perlindungan Hak Cipta Potret di 
Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Terbaru yaitu Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 yang berbunyi “Setiap 
Orang dilarang melakukan penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, 
Pengumuman, Pendistribusian, dan / atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya 
guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan 
tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”. 
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Dengan demikian, secara umum alasan pentingnya hak yang dimiliki oleh 
pencipta atas suatu karya cipta dalam bidang fotografi sangat penting untuk 
dilindungi berdasarkan atas Peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Karena kepemilikan foto dan hak ciptanya dimiliki oleh orang pertama 
yang menciptakan dan mempublikasikan ciptaannya. Beberapa alasan adalah yang 
pertama karena alasan ekonomis dan yang kedua adalah alasan non ekonomis. 
Alasan yang bersifat ekonomis bertujuan agar perlindungan hukum tersebut 
dimaksudkan agar untuk melindungi suatu kepentingan-kepentingan ekonomis 
yang timbul atas suatu ciptaan,kepentingan ekonomis seperti royalty yang menjadi 
hak-hak seorang pencipta atas dasar suatu karya yang telah diciptakannya. Kedua 
adalah suatu alasan non ekonomis yaitu perlindungan hukum yang didapatkan 
tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan “self actualization” bagi 
pencipta, sehingga pencipta semakin kreatif dan memiliki motivasi tinggi untuk 
menghasilkan karya cipta berikutnya. 
 
2. METODE 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, 
yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian 
dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, 
dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan (Muhammad, 2004). 
Pendekatan ini adalah metode pendekatan yang maeneliti data sekunder terlebih 
dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di 
lapangan (Sumitro, 1994). Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan 
teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahliatau pihak-pihak lain yang 
berwenang daninformasi lain yang berupa ketentuan formal seperti peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain-lain, sedangkan data primer 
dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Hasil Karya Fotografi 
Mengacu pada Penjelasan Pasal 40 Huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta, Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi 
semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Pada dasarnya, karya 
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fotografi merupakan sebuah ciptaan yang dihasilkan oleh seorang pencipta, dalam 
hal ini yang disebut sebagai pencipta adalah fotografer. Menurut pasal 1 ayat 2 
Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud sebagai 
pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hasil 
karya foto merupakan sebuah obyek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang 
hak cipta. Hal ini tertuang dalam Pasal 40 Ayat 1 Huruf k yang isinya adalah 
ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 
dan sastra, yang salah satunya adalah karya fotografi. Perlindungan terhadap 
karya fotografi memiliki jangka waktu yang sangat lama. Jangka waktu 
perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang adalah Setelah sang pencipta 
meninggal dunia dan ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun setelahnya. setelah 
itu baru hak sang pencipta tersebut dapat dimiliki dan dinikmati secara umum oleh 
masyarakat luas (public domain). Artinya adalah bahwa masyarakat sudah boleh 
mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaan tersebut tanpa harus meminta izin 
kepada pencipta maupun pemegang hak cipta dan tindakan ini tidak dianggap 
sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Jadi, pada dasarnya untuk 
saat ini karya fotografi sudah dilindungi dan dimuat oleh undang-undang hak cipta 
disertai dengan jangka waktunya. 
Rendahnya kesadaran maupun pemahaman dari perlindungan hak cipta 
karya fotografi dikalangan masyarakat maupun fotografer rata-rata masih sangat 
lemah. Bahkan tak jarang juga banyak yang tidak mengerti akan adanya peraturan 
yang melindungi hak mereka. Menurut penulis sebenarnya perlindungan hukum 
yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup baik dan cukup melindungi hak para 
fotografer, akan tetapi masih banyak diantara para fotografer belum memahami 
maupun belum mengetahui regulasi ini. Dari ketidakpahaman yang mereka miliki, 
maka seakan-akan karya yang mereka miliki tidak dilindungi oleh hukum, serta 
kepedulian mereka terhadap perlindungan hukum yang berlaku pun seperti tidak 
ada. Terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan, beberapa dari para 
fotografer beranggapan untuk saat ini pemerintah sudah memberikan 
perlindungan hukum yang memadai. Tetapi ada juga fotografer yang beranggapan 
bahwa pemerintah tidak memberikan sarana perlindungan hukum yang memadai 
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terhadap para pewarta foto dalam kata lain untuk saat ini pemerintah belum 
banyak campur tangan yang menjamin perlindungan hak-hak terhadap 
perlindungan karya cipta fotografi. 
Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia 
tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi 
kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan 
ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam 
jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku 
hukum anggota masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat 
terhadap suatu aturan hukum membuat tidak terciptanya ketertiban dan keamanan 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
Sejatinya, Perlindungan hukum akan berjalan dengan baik apabila diiringi 
dengan pemahaman dan kesadaran hukum yang baik oleh para fotografer dan juga 
oleh masyarakat. Apabila kesadaran hukum yang dimiliki fotografer dan 
masyarakat itu kurang, maka perlindungan hukum yang diberikan pun tidak akan 
dapat berjalan dengan baik untuk melindungi hak-hak para fotografer. Karena 
perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah harus didukung dengan 
pemahaman lebih dalam oleh fotografer juga harus disertai dengan usaha para 
fotografer untuk melindungi hasil karyanya, seperti mendaftarkan hasil karya nya 
guna mempermudah pembuktian saat terjadi sengketa, maupun menyelesaikan 
suatu masalah apabila terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi dan hak merka. 
Upaya seperti demikkian merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum oleh para 
fotografer. Akan tetapi masih banyak diantara para fotografer maupun dalam 
masyarakat yang dimana kesadaran hukumnya masih rendah. 
3.2 Hambatan dalam Proses Perlindungan Hak Cipta Fotografi 
Hambatan paling utama yang menyebabkan peraturan hukum tentang hak 
kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta belum dapat berjalan dengan baik 
dikarenakan faktor kesadaran hukum maupun pemahaman hukum di lingkungan 
masyarakat dan juga fotografer yang masih kurang. Hal ini turut dibuktikan oleh 
banyaknya pelanggaran hukum terhadap hak cipta seperti comot-mencomot yang 
banyak terjadi di lingkungan masyarakat meskipun sudah ada peraturan 
hukumnya. Dengan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi, dapat 
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disimpulkan bahwa para pelanggar ini tidak memahami akan adanya aturan 
hukum yang berlaku yang membatasi kegiatan manusia. Kendala ini merupakan 
kendala yang paling umum kita temui. Bukan hanya pada lingkup hak cipta, akan 
tetapi juga lingkup lain baik perdata maupun pidana. Halini juga menandakan 
bahwa peraturan hukum belum berjalan dengan baik dikarenakan oleh beberapa 
faktor. Salah satunya yang terpenting adalah faktor kesadaran hukum.  Lemahnya 
Kesadaran hukum dikalangan masyarakat khususnya pada kalangan fotografer, 
mengakibatkan peraturan yang dibuat tidak dapat berjalan dengan baik. kesadaran 
hukum sangat berpengaruh terhadap berjalan nya suatu peraturan. Apabila suatu 
peraturan diikuti dengan pemahaman yang baik dari para penegak hukum dan 
masyarakatnya, maka peraturan hukum tadi akan berjalan dengan baik dan akan 
ditaati dan diterapkan dengan baik kaidah-kaidahnya. Maka akan tercipta suatu 
perlindungan hukum. Dengan terciptanya perlindungan hukum, maka hal ini juga 
merupakan sebuah tanda bahwa Peraturan hukum sudah dapat ditegakkan dan 
berjalan dengan baik. 
Pada umumnya kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi 
mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap 
hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang 
demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat.  
Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat akan mempengaruhi proses 
penegakkan hukum itu sendiri. Dengan terbentuknya kesadaran hukum, maka 
peraturan perundang-undangan akan berjalan baik dengan sendirinya. Dan 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan berkurang dan bahkan hilangkarena 
masyarakattelah memahami mana saja yang boleh dan yang tidak boleh 
dilakukan. Karena semua kegiatan bermasyarakat telah diatur oleh peraturan 
perundang-undangan. Dengan ditaatinya peraturan tentang hak cipta, akan 
membuat para pemiik atau pemegang hak cipta merasa aman dari ancaman 
pelanggaran hak cipta. Peningkatan kesadaran seyogianya dilakukan melalui 
penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang 
mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan 
memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus 
 
7 
disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada 




Hasil karya fotografi sudah memperoleh perlindungan hukum hak cipta 
berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta,. Peraturan ini sebenarnya sudah cukup baik dan cukup 
melindungi hak para fotografer sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta, 
akan tetapi masih banyak diantara para fotografer belum memahami maupun 
belum mengetahui bahwa hak-hak mereka telah dilindungi. Perlindungan hukum 
telah diberikan undang-undang untuk menjamin hak- hak pencipta karya dalam 
bentuk mencegah terjadinya pelanggaran dan untuk adanya kepastian hukum. 
Perlindungan hukum terhadap karya fotografi telah dilakukan pemerintah dengan 
langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran dan 
langkah represif untuk melindungi hak-hak pencipta yang telah dirugikan.  
Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam praktik lapangan para 
fotografer seperti pembajakan, penggandaan dan penggunaan tanpa izin, cukup 
membuktikan bahwa penegakkan dan perlindungan hak cipta masih terhambat. 
Hambatan ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran 
hukum para fotografer maupun masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak 
orang lain, hal ini menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum hak cipta. 
Meskipun hak cipta fotografi telah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 28 
tahun 2014, bila tidak didukung dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka 
peraturan ini tidak akan bisa memberikan perlindungan hukum dengan baik.  
4.2 Saran 
Seharusnya Pemerintah lebih mensosialisasikan seputar Hak katas 
Kekayaan Intelektual beserta Perundang-undangannya kepada seluruh lini seluruh 
lapisan masyarakat tidak hanya kepada para fotografer saja, karena indikasi 
pelanggaran hak cipta lebih beresiko dilanggar oleh masyarakat awam atau 
masyarakat biasa. Agar pengetahuan masyarakat umum terhadap hak cipta lebih 
baik dan juga hak hak para pencipta atau pemegang hak cipta lebih dihargai, maka 
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masyarakat harus saling memiliki kesadaran menghargai satu sama lain. 
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, membuat pemerintah harus lebih 
bekerja keras menanamkan kesadaran hukum di masyarakat dan kesadaran hukum 
dini di sekolah-sekolah maupun pada tingkatan universitas. Agar perlindungan 
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